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Mengingat 

WAL I KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 3 * TAHUN 2020 

TENTANG 

P E T U N J U X PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN K A R T U S E J A H T E R A 

P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WALI KOTA GORONTALO, 

: a . bahwa da lam rangka meningkatkan kesejahteraab 

masyarakat , pemerintah Kota Gorontalo me l aksanakan 

Program Unggulan K a r t u Sejahtera yang terdi 

dar i 9 (sembilan) program gratis; 

b. bahwa guna efektifnya pe laksanaan 9 (sembilan) prograni 

gratis di Kota Gorontalo per lu petunjuk pe laksanaannya ; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksuc 

da lam h u r u f a dan h u r u f b perlu membentu k Peraturar 

Wal ikota tentang Petunjuk F'e laksanaan Program Unggular 

K a r t u Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo; 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawes: 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4Ci60); 

3. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Ri^publik Indonesia T a h u n 2003 
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PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 36 TAHUN 2020 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN KARTU SEJAHTERA 

Menimbang 

Mengingat 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan 

Program Unggulan Kartu Sejahtera yang terdiri 

dari 9 (sembilan) program gratis, 

bahwa guna efektifnya pelaksanaan 9 (sembilan) program 

gratis di Kota Gorontalo perlu petunjuk pelaksanaannya, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan 

Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Unggulan 

Kartu Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulauesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Repuhilik Indonesia 

Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 20 T a h u n 2003 tentang S i s t e r i 

Pendidikan Nasional (L-embaran Negara Republilc 

Indonesia T a h u n 2003 Nomor 78, Tambahain Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4301) ; 

4. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentan? 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemer intahan Daerah (Lgmbaran Negarfi Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4438) ; 

5. Undang-Undang Nomor 40 T a h u n 2004 tentang S i s t e r i 

J a m i n a n Sos ia l Nasional (Lembaran Negara Republ ic 

Indonesia T a h u n 2004 Nornor 150, T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4456) ; 

6. Undang-Undang Nomor 20 T a h u n 2008 tentang U s a h i 

Mikro, Keci l dan Menengah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2008 Nomor 9 3 , Tambah^m Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4866) ; 

7. Undang-Undang Nomor 36 T a h u n 2009 tentang K e s e h a t a i 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2009 

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republ i c 

Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 24 T a h u n 2011 tentang B a d a i 

Penyelenggara J a m i n a n Sosiial (Lembaran Neg;ara Republ ic 

Indonesia T a h u n 2011 Nomor 116, Tambah im L e m b a r a i 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5256) ; 

9. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ i c 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan L e m b a r a i 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa ka l i d iubah terakl i i r d e n g a i 

Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679) ; 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456), 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866), 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063): 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 T a h u n 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republ i c 

Indonesia T a h u n 2008 Nomor 9 1 , Tambahf in Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4864) ; 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 17 T a h u n 2010 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembarah 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Nomor 5105) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 T a h u n 2010 (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 112, T a m b a h a i 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5157) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 T a h u n 2012 tentang 

Penerima B a n t u a n l u r a n ^faminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 2 6 A , 

Tambahan Lembaran I'lJegara Republik Indones i i 

Nomor 5372) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 T a h u n 2013 tentang 

pe laksanaan Undang-Undang Nomor 20 T a h u n 2003 

tentang U s a h a Mikro, Keci l dan Menengah (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2013 Nomor 4C, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5404) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neg;ara Republ ic 

Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6322) ; 

15. Peraturan Presiden Nomor 12 T a h u n 2013 tentang 

J a m i n a n Kesehatan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa ka l i 

d iubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 

T a h u n 2016 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2016 Nomor 42); 

14. Peraturan Presiden Nomor 32 T a h u n 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapi tas i J a m i n a n Kesehatan 

Nasional Pada Fas i l i t as Kesehatan T ingkat Pertama Mil ik 
P E R A N G K A T 
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864): 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157), 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5372), 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5404), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 

Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 42), 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
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Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2014 Nomor 81); 

15. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 32 T a h u n 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan B a n t u a n Sosk i l 

yang bersumber dar i Angg;aran Pendapatan dan Be l an j^ 

Daerah (Ber i ta Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah beberapa ka l i d iuba l i 

t e rkahir dengan Peraturan Menteri De lam Negeri 

Nomor 123 T a h u n 2018 (Ber i ta Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2019 Nomor 15); 

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 

T a h u n 2007 tentang S tandar Pengelolaan Pendidikan 

Dasar dan Menengah 

17. Peraturan Menteri Pendidikjin Nasional Republ ik Indonesia 

Nomor 24 T a h u n 2007 tentang S tandar S a r a n a P ra sa rana 

U n t u k Sekolah Dasar/Madrasah Ibt idaiyah (SD/Ml) , 

Seko lah Menengeih Per tama/Madrasah Tsanaw iya l i 

(SMP/MTSJ ) , Sekolah Menengah Atas/Madrasah Ally a h 

(SMA/MA); 

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5(i 

T a h u n 2007 tentang Standeir Pengelolaan Pendidikan oleb: 

Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 T a h u r 

2009 tentang S tandar B i a y a Operasi Non personal ia T a h u r 

2009 U n t u k Sekolah Dasar / Madrasah Tsanawiyab 

(SMP/MTs), Seko lah Menengah Atas / Madrasah Aliyab 

(SMA/MA), Sekolah Menengah Ke ju ruan (SMK), Sekolab 

Dasa r L u a r B i a s a ( SDLB ) , Sekolah Menengah Pertama 

L u a r B i a s a (SMPLB) , dan ISekolah Menengah Atas L u a i 

B i a s a (SMALB) ; 

20. Peraturan Menteri Pendidikan D a n Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 44 T a h u n 2012 tentang Pungutan Dan 

Sumbangan B i a y a Pendidik:an Pada Sa tuan Pendidikan 

Dasa r (Ber i ta Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2012 

Nomor 665) ; 
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Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 81), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 15), 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 

Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 

Dasar dan Menengah 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana 

Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), 

Sekolah Menengah  Pertama/Madrasah Tsanawiyah 

(SMP/MTSJ), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 

(SMA/MA), 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 

Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh 

Pemerintah Daerah, 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 

2009 tentang Standar Biaya Operasi Non personalia Tahun 

2009 Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Tsanawiyah 

(SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah 

(SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah 

Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama 

Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar 

Biasa (SMALB), 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Dan 

Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan 

Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 665), 

  
PERANAKAT | KABAG | 1« DARpAH | HUKUM | ASISTEN | SEKDA 
  

        Ll | 
Z       V /



- 5 -

2 1 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 T a h u n 2013 

tentang Standar Tar i f Pelaj 'anan Kesehatan pada Fas i l i t as 

Kesehatan Tingkat Pertama dan Fas i l i tas Kesehatan 

T ingkat Lan ju tan da lam Penyelenggaraan Program J a m i n a n 

Kesehatan; 

22 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 T a h u n 2013 

tentang Pe layanan Kesehatan Pada J a m i n a n Kesehatan 

Nasional sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri I<:esehatan Nomor 5 T a h u n 2018; 

23 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 T a h u n 2014 

tentang Penggunaan Dans. Kap i tas i J a m i n a n Kesehata|n 

Nasional U n t u k J a s a Pe layanan dan Dukungan B i a y a 

Operasional Pada Fas i l i t as Kesehatan T ingkat Pertama 

Mil ik Pemerintah Daerah (Ber i ta Negara Republ ik Indonesija 

T a h u n 2014 Nomor 589) ; 

M E M U T U S K A N : 

Mimetapkan P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO TENTANG P E T U N J U k 

PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN K A R T U S E J A H T E R A 

P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

B A B 1 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Dsilam Peraturan Wal i Kota in i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah ada lah Kota Gorontalo. 

2 . Pemerintah Daerah ada lah Wali Kota dan S a t u a n Perangkat Dae ra^ 

sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3 . Wal i Kota. ada lah Wal i Kota Gorontalo. 

4. Pera turan Wal i Kota ada lah Peraturan Wal i Kota Gorontalo. 

5. Perangkat Daerah se lan jutnya dis ingkat PID ada lah Perangkat Daerah djil 

ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 

6. D inas Pendidikan ada lah D inas Pendidikan Kota Gorontalo. 

7. D inas Sos ia l dan Pemberdayaan Masyarakat ada lah D inas Sos ia l dab 

Pemberdjiyaan Masyarakat Kota Gorontalo. 

PERANGKAT KABAG ASISTEN S E K D A 

21. 

22. 

23. 
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kesehatan, 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan 

Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018, 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 

tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional Untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya 

Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 589), 

MEMUTUSKAN : 

  
Menetapkan PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN KARTU SEJAHTERA 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. 

2. 

Daerah adalah Kota Gorontalo. 

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Satuan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

Wali Kota. adalah Wali Kota Gorontalo. 

Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Gorontalo. 

Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dil 

ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. 

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. 
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8. D inas Temaga Kerja, Koperasi dan U K M adalah D inas Tenaga Ke i j ^ , 

Koperasi dan U K M Kota Gorontalo. 

9. D inas Penanaman Modal dan per iz inaan Terpadu S a t u p intu ada lah Dinajs 

Penanaman Modal dan periz inaan Terpadu S a t u p intu Kota Gorontalo 

IC'. Kepala D inas ada lah Kepa la D inas Pendid ikan Kota Gorontalo. 

1 1 . Dewan Pendidikan ada lah badan yang mewadahi peran serta m a s y a r a k i t 

da lam rangka meningkatkan m u t u , pemerataan dan efisiensi pengelolaajn 

pendid ikan di Kota Gorontalo. 

12. Komite Seko lah ada lah badan mandi r i yang mewadahi peran s e i i a 

masyaraka t da lam rangka meningkatkan m u t u , pemerataan dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan di s a tuan pendidikan baik pendidikan p ra sekolal i , 

j a l u r pendid ikan sekolah m a u p u n j a l u r pendid ikan luar sekolah. 

13. Penyelenggara pendidikan ada lah Pemerintah, pemerintah daerah, ata.u 

masyaralcat yang menyelenggarakan pendid ikan pada j a l u r pendidikan 

formal. 

14. S a t u a n pendidikan ada lah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada j a l u r pendidikan formal da lam setiap 

jen jang dan j en i s pendidikan. 

15. Pendidikan Gra t i s ada lah pembebasan pembiayaan pendidikan bagi sisv^a 

m i sk in . 

16. D a n a Opirasional Pendidikam ada lah pembiayaan pembangunim pendidikfin 

yang bersumber dairi Anggaran Pendapatan Be lan ja Negsja, Anggamn 

Pendapatan Be lan ja Daerah dan Masyarakat . 

17. B a n t u a n bagi s i swa m i sk in yang se lan jutnya disebut B a n t u a n Sis^/a 

Misk in (BSM) ada lah ban tuan dar i pemerintah berupa se jumlah uang tuna i 

yang d iber ikan langsung kepada s i swa yang berasal dar i ke luarga m i sk in ; 

13. D a n a Pcmdidikan adalah sumber daya ke;uangan yang disediakan un tuk 

menyelenggarakan dan pengelolaan pendidikan. 

19. Pendana.an Pendidikan ada lah sumber daya keuangan yang disediakan 

u n t u k menyelenggarakan dan pengelolaan pendidikan. 

20. B i a y a operasional sa tuan pendidikan ada lah bagian dar i dana pendidikan 

yang dipierlukan u n t u k membiayai kegiatan operasional sa tuan pendidikan 

agar dapat ber langsungnya kegiatan p<;ndidikan yang sesua i s tandar 

nas iona l pendidikan secara teratur dan berke lanjutan. 

2 1 . Pemanglcu kepentingan pendid ikan ada lah orang, kelompok orang, a t au 

organiscisi yang memi l ik i kepentingan dan/ a tau kepedul ian terhadap 

pendidikan. 
PERANGKAT 
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13. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
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Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM adalah Dinas Tenaga Kerja, 

Koperasi dan UKM Kota Gorontalo. 

Dinas Penanaman Modal dan perizinaan Terpadu Satu pintu adalah Dinas 

Penanaman Modal dan perizinaan Terpadu Satu pintu Kota Gorontalo 

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. 

Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat 

dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan di Kota Gorontalo. 

'». Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pendidikan pra sekolah, 

jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. 

Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau 

masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan 

formal. 

. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap 

jenjang dan jenis pendidikan. 

Pendidikan Gratis adalah pembebasan pernbiayaan pendidikan bagi Sina 

miskin. 

Dana Oprasional Pendidikan adalah pembiayaan pembangunan pendidikan 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah dan Masyarakat. 

Bantuan bagi siswa miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Siswa 

Miskin (BSM) adalah bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai 

yang diberikan langsung kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin, 

Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk 

menyelenggarakan dan pengelolaan pendidikan. 

Pendanaan Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang Sis alan 

untuk menyelenggarakan dan pengelolaan pendidikan. 

Biaya operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan 

yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan 

agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar 

nasiona! pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. 

Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau 

organisasi yang memiliki kepentingan can/ atau kepedulian terhadap 

pendidikan. 
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22. S tandar Nasional Pendidikan adalah kr i ter ia m in ima l tentang s i s t e r i 

pendidikan di s e lu ruh wi layah h u k u m Negara Kesa tuan Republ ik 

Indoneski . 

2Z. S tandar pendidik dan tenaga kependidikan ada lah kr i ter ia pendidikan 

prajabat£in dan ke layakan fisik m a u p u n mental , serta pendidikan da lam 

jaba tan . 

2A-. S tandar s a r a n a dan p rasa rana adalah s tandar nas iona l pendidikan yang 

berkai tan dengan kr i ter ia m in ima l tentang ruang belajar, tempat 

berolahrfiga, tempat ber ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, 

tempat bermain, tempat berkreas i dan b(;rekreasi, ser ta sumber belajjir 

la in , yang d iper lukan u n t u k menunjang ]3roses pembelajaran, t e rmasuk 

penggunaan teknologi informasi dan komun ikas i . 

25 . Pengelokian pendidikan ada lah pengaturan kewenangan da lam 

penyelenggaraan s is tem pendidikan nas iona l oleh Pemerintah, pemerintah 

provinsi , pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yar.g 

d id ir ikan masyarakat , dan sa tuan pendidikan agar proses pendidikan 

dapat berlangsung sesuai dengan tu juan pendidikan nasional . 

2 6 . K u r i k u l u m ada lah seperangkat r encana dan pengaturan mengenai tu juan , 

i s i , dan bahan pelajaran serta ca ra yang d igunakan sebe.gai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran u n t u k mencapai tu juan 

pendidikan tertentu. 

2 7 . G u r u ada lah pendidik profesional dengan tugas u t a m a mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melat ih, meni la i , dan mengevailuasi peser;a 

didik pada pendidikan a n a k u s i a d in i j a l u r pendidikan formtil, pendidikan 

dasar , dc in pendidikan menengah. 

2 8 . Peserta didik ada lah anggota masyaraka t yang be rusaha mengembangkan 

potensi dir i mela lu i proses pembelajaran yang tersedia pada ja lur, jenjang, 

dan j en i s pendidikan tertentu. 

2 9 . Pemberi Pe layanan Kesehatan se lanjutnya dis ingkat PPK ada lah orang ata.u 

ins t i tus i pe layanan kesehatan yang member ikan pe layanan k<?sehatan. 

30. J a m i n a n Kesehatan Nasional yang se lanjutnya dis ingkat J K N adalaJi 

j a m i n a n berupa per l indungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemelihfiraan kesehatan dan per l indungan da lam memenuhi kebu tuhan 

dasar kesehatan yang diber ikan kepada setiap orang yang tej.ah membayqr 

i u r a n a tau i u r a n n y a dibayar oleh pemerintah. 
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22. 

D 2 
—. 

24. 

25. 

26. 

28. 

29. 

30. 

Fu 

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan 

prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam 

jabatan. 

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat 

berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, 

tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar 

lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam 

penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah 

provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang 

didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan 

dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 

7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah. 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengenibangida 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan tertentu. 

Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau 

institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. 

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah 

jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi eebututiln 

dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 

iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 
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3 1 . D a n a Kaj^itasi ada lah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar d i m u k a 

kepada F K T P berdasarkan j u m l a h peserta yang terdaftar tanp^ 

memperhi tungkan j en i s dan j u m l a h pelayanan kesehatan yang diber ikan. 

321. Fas i l i tas Kesehatan T ingkat Pertama yang se lan jutnya dis ingkat F K T P 

ada lah fasi l i tas kesehatan yang mela-kukan pelayanan kesehatan 

perorangan yang bersifat non spesial ist ik u n t u k keper luan observasi, 

diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pe layanan kesehatan la innya 

33 . Pusa t Kesehatan Masyarakat yang se lan jutnya dis ingkat Puskesmas ada lah 

Un i t Pe l aksana Tekn i s D inas Kesehatan Kabupaten/Kota yang secara 

teknis dan administrat i f bertanggungjawab kepada D inas Ke^sehatan Koi:a 

Gorontalo. 

34. Naskah Perjanj ian Hibah Daerah se lan jutnya dis ingkat NPHD adak 

n a s k a h perjanjian h ibah yang bersumber dar i anggaran Pendapatan d^n 

Be lan ja Daerah an ta ra pemerintah Daerah dengan penerima biibah. 

35 . Kelompok U s a h a Mikro ada lah pe laku u s a h a mikro penerima ban tuan d t n 

terdaftar da lam program unggulan K a r t u Sejatera Penrerintah Ko^a 

Gorontalo. 

B A B I I 

M A K S U D DAN T U J U A N 

Pasa l 2 

Peraturan Wal i Kota Gorontalo in i d imaksudkan menjadi pedoman d i n 

lamdasan h u k u m dalam penyelenggaraan Program Unggulan Kf ir tu Sejahtera 

Pemerintah Kota Gorontalo yang menggunalcan A P B D Kota Gorontalo d ^ 

sumber-sumber dana yang s a h la innya . 

Pasa l 3 

Pera turan Wal i Kota in i ber tu juan : 

a . Agar PD sebagai penanggung j awab l ayanan Gra t i s yang t e rmasuk dala[m 

Program Unggulan K a r t u Se jahtera dapat me l aksanakan tugasnya sesqai 

dengan proses dan mekanisme yang telah ditetapkan; 

b. U n t u k mengendal ikan penyelenggaraan program unggulan secajra 

transpanansi , efisiensi, efektivitas, part is ipasi dan akuntab i l i tas ; 

c. Agar ma.syarakat sebagai pener ima l ayanan gratis mendapat kepast ikr 

terhadap batasan-batasan j en i s l ayanan yang telah ditetapkan olph 

Pemerintah Kota Gorontalo. 
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31. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka 

kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa 

memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 

2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP 

adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan 

perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, 

diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 

33. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang secara 

teknis dan administratif bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kota 

Gorontalo. 

34. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah 

naskah perjanjian hibah yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah antara pemerintah Daerah dengan penerima hibah. 

35. Kelompok Usaha Mikro adalah pelaku usaha mikro penerima bantuan dan 

terdaftar dalam program unggulan Kartu Sejatera Pemerintah Kota 

Gorontalo. 

BAB II | 

MAKSUD DAN TUJUAN | 

Pasal 2 
| 

Peraturan Wali Kota Gorontalo ini dimaksudkan menjadi pedoman dan 

landasan hukum dalam penyelenggaraan Program Unggulan Kartu Sejahte a 

Pemerintah Kota Gorontalo yang menggunakan APBD Kota Gorontalo dan 

sumber-sumber dana yang sah lainnya. 

Pasal 3 

Peraturan Wali Kota ini bertujuan : 

a. Agar PD sebagai penanggung jawab layanan Gratis yang termasuk dalam 

Program Unggulan Kartu Sejahtera dapat melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan proses dan mekanisme yang telah ditetapkan: 

b. Untuk mengendalikan penyelenggaraan program unggulan secara 

transparansi, efisiensi, efektivitas, partisipasi dan akuntabilitas, 

c. Agar masyarakat sebagai penerima layanan gratis mendapat kepastian 

terhadap batasan-batasan jenis layanan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Kota Gorontalo. 
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B A B I I I 

RUANG L I N G K U P 

Pasa l 4 

Ruang l ingkup Peraturan Wal i Kota in i ada lah siihagai b e r i k u t : 

a . Gra t i s B k i y a Persa l inan; 

b. Gra t i s B i a y a Pembuatan Akte Lah i r , K a r t u Keluarga dan K a r t u Tanc^a 

Penduduk; 

c. Gra t i s B i a y a Pendidikan dar i Seko lah Dasar sampai Sekolah Menengaih 

Pertama dan sederajat; 

d. Grat i s B i a y a Kesehatan di Puskesmas dan R u m a h Sak i t U m u m Daerah ; 

e. Gra t i s B i a y a Akte N ikah; 

f. Gra t i s B i a y a Iz in U s a h a ; 

g. Gra t i s B a n t u a n U s a h a Mikro dan Keci l ; 

h . Gra t i s B i a y a Ambulans dan Pemakaman; 

i . Gra t i s B a n t u a n Pangan Non T u n a i Daerah. 

Pasa l 5 

S a s a r a n Program Unggulan K a r t u Sejahtera ada lah masyaraka t Kota Gorontallo 

yang memil ibi K a r t u Sejahtera dan terdafteir da lam data base program u n g g u l ^ 

K a r t u Sejahbsra Pemerintah Kota Gorontalo. 

B A B IV 

G R A T I S B IAYA PERSAL INAN 

Pasa l 6 

Gra t i s B i a y a Persa l inan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 4 h u r u f a ada lah 

a. Gra t i s pemer iksaan kehami lan ; 

b. Grat i s persa l inan hingga kun jungan p<;meriksaan a n a k bal i ta pasba 

persa l inan, baik layanan Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas d^n 

R u m a h Siakit mi l ik Pemerintah Kota Gorontalo. 

Pasa l 7 

Gra t i s Biayei Persa l inan sebagaimana d imaksud da lam pasa l 6 terintegrasi 

dengan program J a m i n a n Kesehatan Nasional (JKN) m a u p u n J a m i n a n 

RIesehatan Semesta (Jamkesta ) Provinsi Gorontalo dan J a m p e r s a l Kpta 

Gorontalo 
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BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut : 

a. Gratis Biaya Persalinan, 

b. Gratis Biaya Pembuatan Akte Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda 

Penduduk, 

c. Gratis Biaya Pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah 

Pertama dan sederajat, 

d. Gratis Biaya Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah, 

e. Gratis Biaya Akte Nikah, 

f. Gratis Biaya Izin Usaha, 

g. Gratis Bantuan Usaha Mikro dan Kecil, 

h. Gratis Biaya Ambulans dan Pemakaman, 

pe
t»

 

Gratis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah. 

Pasal 5 | 

Sasaran Program Unggulan Kartu Sejahtera adalah masyarakat Kota Gorontalo 

yang memiliki Kartu Sejahtera dan terdaftar dalam data base program unggulan 

Kartu Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo. 

BAB IV 

GRATIS BIAYA PERSALINAN 

Pasal 6 

Gratis Biaya Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah : 

a. Gratis pemeriksaan kehamilan, 

b. Gratis persalinan hingga kunjungan pemeriksaan anak balita pasca 

persalinan, baik layanan Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan 

Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Gorontalo. 

Pasal 7 

Gratis Biaya Persalinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terintegrasi 

dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun Jaminan 

Kesehatan Semesta (Jamkesta) Provinsi Gorontalo dan Jampersal Kota 

Gorontalo 
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B A B V 

G R A T I S B IAYA PEMBUATAN A K T E LAHIR , K A R T U K E L U A R G A 

DAN K A R T U TANDA P E N D U D U K 

Pasa l 8 

(1) Pendaftaran Pe layanan Gra t i s B i a y a Pembuatan Akte Lah i r , K a r t u Ke luarga 

dan K a r t u T a n d a Penduduk d i l a k u k a n mela lui Kantor L u r a h , Kantor 

Kecamatan dan D inas kependudukan dan Pencatatan S ip i l ; 

(2) Persyaratan penerbitan Akte Lah i r , K a r t u Ke luarga dan K a r t u Tanc.a 

Penduduk ada lah sebagai ber ikut : 

a. Penerbitan K T P : 

1. K a r t u T a n d a Penduduk baru bagi WNl : 

a) Fotokopi K a r t u Keluarga; 

b) Kut ipan A k t a Ke lah i ran ; 

c) Ku t ipan Ak ta N ikah/Kawin bagi penduduk yang be lum berus^a 

17 t ahun . 

2. K a r t u T a n d a Penduduk ka r ena h i lang/rusak : 

a) Su ra t keterangan kehi langan dar i dar i kepolisiaj i a tau Karjiu 

T a n d a Penduduk yang rusak ; 

b) Fotokopi K a r t u Keluarga. 

3. K a r t u T a n d a Penduduk adanya perubahan elemen data : 

a) Fotokopi K a r t u Keluarga; 

b) K a r t u T a n d a Penduduk lama; 

c) S u r a t keterangan / bukt i pe rubahan perist iwa k e p e n d u d u k ^ 

dan perist iwa penting. 

b. Penerbitan K a r t u Keluarga : 

1. K^irtu Ke luarga baru : 

a) Fotokopi a t au menun jukan kut ipan A k t a Nikah; 

b) Formul i r s u s u n a n keluarga; 

c) S u r a t keterangan pindah/datang bagi penduduk yang p i n d ^ 

da lam wi layah Negara Kesa tuan Republik Indonesia. 

2. K j i r tu Ke luarga penambahan anggotfi ke luarga : 

a) K a r t u Keluarga lama; 

b) A k t a Ke lah i ran ; 

c) Formul i r K a r t u Keluarga. 

c. Penei'bitan Ak ta Ke lah i ran : 

1. S u r a t ke lah i ran dar i dokter/bidan; 
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BAB V 

GRATIS BIAYA PEMBUATAN AKTE LAHIR, KARTU KELUARGA 

DAN KARTU TANDA PENDUDUK 

Pasal 8 

(1) Pendaftaran Pelayanan Gratis Biaya Pembuatan Akte Lahir, Kartu Keluarga 

dan Kartu Tanda Penduduk dilakukan melalui Kantor Lurah, Kantor 

Kecamatan dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, 
| 

(2) Persyaratan penerbitan Akte Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda 

Penduduk adalah sebagai berikut : 

a. Penerbitan KTP : 

1. Kartu Tanda Penduduk baru bagi WM : 

a) Fotokopi Kartu Keluarga, 

b) Kutipan Akta Kelahiran, 

c) Kutipan Akta Nikah/Kawin bagi penduduk yang belum berusia 

17 tahun. 

2. Kartu Tanda Penduduk karena hilang/rusak : 

a) Surat keterangan kehilangan dari dari kepolisian atau Kartu 

Tanda Penduduk yang rusak, 

b) Fotokopi Kartu Keluarga. 

3. Kartu Tanda Penduduk adanya perubahan elemen data : 

a) Fotokopi Kartu Keluarga, 

b) Kartu Tanda Penduduk lama, 

c) Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan 

dan peristiwa penting. 

Penerbitan Kartu Keluarga : 

1. Kartu Keluarga baru : 

a) Fotokopi atau menunjukan kutipan Akta Nikah, 

b) Formulir susunan keluarga, 

c) Surat keterangan pindah/datang bagi penduduk yang pindah 

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Kartu Keluarga penambahan anggota keluarga : 

a) Kartu Keluarga lama, 

b) Akta Kelahiran, 

c) Formulir Kartu Keluarga. 

Penerbitan Akta Kelahiran : 

1. Surat kelahiran dari dokter/bidan, 
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2. Nama dan identitas s a k s i ke lah i ran ; 

3. K a i t u Ke luarga orang tua ; 

4. K a r t u T a n d a Penduduk orang tua ; 

5. Ku t ipan A k t a N ikah/Akta Perkawinan orang tua . 

B A B V I 

G R A T I S E.1AYA PENDID IKAN DARI S E K O L A H DASAR SAMPAI S E K O L A H 

M E N E N G A H PERTAMA DAN S E D E R A J A T 

i Pasa l 9 

Dana Pendidikan gratis terdiri a tas D a n a Operasional Sekolah dan Bantuajn 

S i s w a Misk in (BSM). 

Pasa l 10 

Diana pendidikan gratis sebagaimana d imaksud pada Pasa l 9 digunaksin 

sepenuhnya u n t u k memenuhi kebu tuhan b iaya l ayanan pendidikan yang 

mel iput i : 

a . B i a y a operasional s a tuan pendidikan; 

b. B i a y a pendid ikan bagi peserta didik yang tergolong ekonomi lemah. 

Bag ian Kesa tu 

D a n a Operasional Sekolah 

Paragraf 1 

Dasar , Penggunaan dan S a s a r a n Pe laksanaan 

Pasa l 11 

D a n a penunjang sa tuan pendidikan sebagaimana d imaksud da lam pasa l 10 

pisnggunaannya d idasarkan pada r encana ker ja dan anggaran sekolah (RKAS) 

yang d i s u s u n dan disepakat i oleh p ihak sekolah dengan komite sekolah yapg 

teirdiri dar i : 

a Peningkatan Manajemen Sekolah; 

b. Peningkatan Mutu Pendidikan; 

c Monitoring, E v a l u a s i dan Pelaporan Program Pendid ikan. 

Pasa l 12 

Peningkatan Manejemen Sekolah sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 

h u r u f a ada lah : 
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Nama dan identitas saksi kelahiran, 

Kartu Keluarga orang tua, 

Kartu Tanda Penduduk orang tua, 
1 
3
»
 

Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua. 

BAB VI 

GRATIS EIAYA PENDIDIKAN DARI SEKOLAH DASAR SAMPAI SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA DAN SEDERAJAT 

Pasal 9 

Dana Pendidikan gratis terdiri atas Dana Operasional Sekolah dan Bantuan 

Siswa Miskin (BSM). 

Pasal 10 

Dana pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 digunakan 

sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan biaya layanan pendidikan yang 

meliputi : 

a. Biaya operasional satuan pendidikan, 

b. Biaya perdidikan bagi peserta didik yang tergolong ekonomi lemah. 

Bagian Kesatu 

Dana Operasional Sekolah 

Paragraf 1 

Dasar, Penggunaan dan Sasaran Pelaksanaan 

Pasal 11 

Dana penunjang satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, 

penggunaannya didasarkan pada rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) 

yang disusun dan disepakati oleh pihak sekolah dengan komite sekolah yang 

terdiri dari : 

a. Peningkatan Manajemen Sekolah, 

b. Peningkatan Mutu Pendidikan, 

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pendidikan. 

Pasal 12 

Peningkatan Manejemen Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf a adalah : 
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a. B i a y a pengelolaan dan penataan l ingkungan yang t idak teralokasi pada 

dana B O S ; 

b. Per ja lanan d inas lua r daerah dapat d igunakan maks ima l d u a ka l i 

per ja lanan oleh Kepala Sekolah dan/a tau guru , s i swa berprestasi d a l a r i 

sa tu t a h u n anggaran; 

c. B i a y a Insent i f yang terdiri dar i : 

1. S D d i a rahkan u n t u k pembayaran petugas piket dan penuhs i jazah; 

2. S M P d ia rahkan u n t u k pembayaran Wal i kelas, petugas piket d a ^ 

penul is i jazah. 

d. Membiayfii kegiatan penunjang yang dis€;lenggarakan Pemerintah Kotk 

Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang terdiri £itas kegiatap 

keagamacin, kegiatan budaya dan kegiatan w i sa ta akh i r tahun: 

e. B i a y a pei 'encanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di sa tua j i 

pendidikan (Bagi sekolah pener ima D a n a Alokasi K h u s u s ) ; 

f. B i a y a pembelian peralatan IT dan CCTV u n t u k menunjEing kegiataj|i 

pembelaj£iran; 

g. B i a y a peningkatan kompetensi pengelola keuangan. 

Pasa l 13 

p'eningkatan Mutu Pendidikan di T ingkat S a t u a n Pendidikan sebagaimana 

d imaksud dal i im Pasa l 11 h u r u f b ada lah : 

a. Peningkatan Mutu Pembiayaan bimbingan belajar persiapan Uj ian Nasional 

(bukan sebagai j a m tambahan) ; 

b. Pengemba:iigan profesi guru dan Kepala Sekolah mela lui kegjatan MGM 

dan K K G (ketentuan umum) ; 

c. Pembelian/pengadaan b u k u d i luar b u k u teks dan b u k u non teks; 

d. Pembelian bahan p rak t i kum IPA, I PS , dan Eiahasa yang d ibu tuhkan untulc 

proses belajar mengajar; 

e. B i a y a pers;iapan akredi tas i sekolah (bagi selcolah yang be lum terakreditasi 

a t au yang sudah hab is batas waktunya ) ; 

i 

' Pasa l 14 

Mcinitoring, E v a l u a s i dan Pelaporan Program Pendidikan sebagaiman^ 

d i raaksud dak im Pasa l 11 h u r u f c ada lah B i a y a pelaporan. 
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a. Biaya pengelolaan dan penataan lingkungan yang tidak teralokasi pada 

dana BOS, 

b. Perjalanan dinas luar daerah dapat digunakan maksimal dua kali 

perjalanan oleh Kepala Sekolah dan/atau guru, siswa berprestasi dalam 

satu tahun anggaran, 

c. Biaya Insentif yang terdiri dari : 

1. SD diarahkan untuk pembayaran petugas piket dan penulis ijazah, 

2. SMP diarahkan untuk pembayaran Wali kelas, petugas piket dan 

penulis ijazah. 

d. Membiayai kegiatan penunjang yang diselenggarakan Pemerintah Kota 

Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang terdiri atas kegiatan 

keagamaan, kegiatan budaya dan kegiatan wisata akhir tahun: 

e. Biaya perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di satuan 

pendidikan (Bagi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus), 

f. Biaya pembelian peralatan IT dan CCTV untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran, 

g. Biaya peningkatan kompetensi pengelola keuangan. 

Pasal 13 

Peningkatan Mutu Pendidikan di Tingkat Saruan Pendidikan sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah : | 

a. Peningkatan Mutu Pembiayaan bimbingan belajar persiapan Ujian Nasional 

(bukan sebagai jam tambahan), 

b. Pengembangan profesi guru dan Kepala Sekolah melalui kegiatan MGMP 

dan KKG (ketentuan umum), 

c. Pembelian/pengadaan buku diluar buku teks dan buku non teks, 

d. Pembelian bahan praktikum IPA, IPS, dan Bahasa yang dibutuhkan untuk 

proses belajar mengajar, 

e. Biaya persiapan akreditasi sekolah (bagi sekolah yang belum terakreditasi 

atau yang sudah habis batas waktunya), 

Pasal 14 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pendidikan sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah Biaya pelaporan. 
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Pasa l 15 

Dsina penunjang sa tuan pendidikan selain d ipe runtukkan bagi sa tuan 

pendidikan dasar , dapat pu la d igunakan pada sa tuan pendidiksm anak u s i i 

d in i (PAUD). 

Paragraf 2 

Besa ran dan Mekanisme Penya luran 

I Pasa l 16 

(1) D a n a Opeimsional sekolah d iber ikan kepada TK , SD,SMP; 

(2) Be sa ran D a n a Operasional Sekolah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i tetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

Pasa l 17 

Mekanisme penya luran D a n a Operasional Sekolah adalah : 

a . Penya luran D a n a Operasional Sekolah u n t u k sekolah negeri mela lui k a s 

negara ke rekening sekolah; 

b. Penyalurs.n D a n a Operasional Sekolah u n t u k sekolah swas ta yang 

d id i r ikan oleh Masyarakat dar i B a d a n K imangan ke rekening masing-

mas ing sekolah; 

c. Sekolah membuka nomor rekening bank atas n a m a sekolah (bukan atais 

n a m a pribadi) dan menyampa ikan rekening tersebut ke d inas pendidikan; 

d. D inas pendidikan mengkompilasi s e lu ruh nomor rekening sekolah dan 

has i lnya d i t e ruskan kepada B a d a n Keuangan u n t u k diproses lebih lanjut . 

Paragraf 3 

Tugas dan Tanggung J a w a b 

Pasa l 18 

Tugas dan tanggung j awab pener ima D a n a Opergisional Sekolah adcdah : 

a . P ihak sekolah menandatangani su ra t pemyataan tanggung j awab mutlalc 

penggunasm d a n a DOS ; 

b. Kepala sekolah bertanggung j awab dan t ransparan da lam pener imaan dan 

t penggunasm dana ; 

c. Me lakukan pembukuan secara tertib dam benar bedasarkan pedoman 

pengelolaan keuangan daerah yang ber laku; 
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Pasal 15 

Dana penunjang satuan pendidikan selain diperuntukkan bagi satuan 

pendidikan dasar, dapat pula digunakan pada satuan pendidikan anak usia 

dini (PAUD). 

Paragraf 2 

Besaran dan Mekanisme Penyaluran 

Pasal 16 

(1) Dana Operasional sekolah diberikan kepada TK, SD,SMP, 

(2) Besaran Dana Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

Pasal 17 

Mekanisme penyaluran Dana Operasional Sekolah adalah : 

a. Penyaluran Dana Operasional Sekolah untuk sekolah negeri melalui kas 

negara ke rekening sekolah, 

b. Penyaluran Dana Operasional Sekolah untuk sekolah swasta yang 

didirikan oleh Masyarakat dari Badan Keuangan ke rekering masing- 

masing sekolah, 

Cc. Sekolah membuka nomor rekening bank atas nama sekolah (bukan atas 

nama pribadi) dan menyampaikan rekening tersebut ke dinas pendidikan, 

d. Dinas pendidikan mengkompilasi seluruh nomor rekening sekolah dan 

hasilnya diteruskan kepada Badan Keuangan untuk diproses lebih lanjut. 

Paragraf 3 

Tugas dan Tanggung Jawab 

Pasal 18 

Tugas dan tanggung jawab penerima Dana Operasional Sekolah adalah : 

a. Pihak sekolah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak 

penggunaan dana DOS, 

b. Kepala sekolah bertanggung jawab dan transparan dalam penerimaan dan 

penggunaan dana, 

c. Melakukan pembukuan secara tertib dan benar bedasarkan pedoman 

pengelolaan keuangan daerah yang berlaku, 
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d. Membuat laporan t r iwu lan ke D inas Pendidikan Kota Gorontalo tentang 

penggunaan D a n a Oprasional Sekolah dan barang/jasa yang dibeli o l e i 

sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara pal ing 

lambat minggu ke d u a bu lan ber ikutnya. 

Bag ian Kedua 

B a n t u a n S i s w a Misk in (BSM) 

Paragraf 1 

Pemanfaatan dan S a s a r a n Pe laksanaan 

Pasa l 19 

B j m t u a n S i s w a Misk in (BSM) d imanfaatkan u n t u k pembiayaan keperlua|n 

pribadi s i swa , an ta ra l a in d igunakan u n t u k pembelian perlengkap£in sekolah. 

Pasa l 20 

Pener ima B a n t u a n S i s w a m i sk in ada lah sisv/a S D , SMP, yang merupakaln 

penduduk K(3ta Gorontalo yang bersekolah di wi layah Kota Gorontalo s e r j ^ 

memenuhi kr i ter ia an ta ra l a in : 

a . Peserta k a r t u sejahtera; 

b. S i s w a dciri ke luarga yang tercatat pada Da ta Terpadu Kesejahtera^n 

Sos ia l ; da.n/atau 

c. S i s w a berasal dar i korban bencana a lam, ke la inan fisik, dan korban PHK. 

Paragraf 2 

Besa ran dan Mekanisme Penya luran 

Pasa l 21 

(1) B a n t u a n S i s w a Misk in diber ikan kepada S D dan SMP; 

(2) Besa ran ban tuan s i swa m i sk in sebagaimana d imaksud pada ayat |1) 

di tetapkan dengan Keputusan Wal i Kota. 

Pasa l 22 

Mekanisme ]3engelolaan dana ban tuan s i swa m i s k i n d i l akukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan 

j a s a pemerintah. 
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d. Membuat laporan triwulan ke Dinas Pendidikan Kota Gorontalo tentang 

penggunaan Dana Oprasional Sekolah dari barang/jasa yang dibeli oleh 

sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara paling 

lambat minggu ke dua bulan berikutnya. 

Bagian Kedua 

Bantuan Siswa Miskin (BSM) 

Paragraf 1 

Pemanfaatan dan Sasaran Pelaksanaan 

Pasal 19 

Bantuan Siswa Miskin (BSM) dimanfaatkan untuk pembiayaan keperluan 

pribadi siswa, antara lain digunakan untuk pembelian perlengkapan sekolah. | 

Pasal 20 

Penerima Bantuan Siswa miskin adalah siswa SD, SMP, yang merupakan 

penduduk Kota Gorontalo yang bersekolah di wilayah Kota Gorontalo serta 

memenuhi kriteria antara lain: 

a. Peserta kartu sejahtera, | 

b. Siswa dari keluarga yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial, dan/atau 

Cc. Siswa berasal dari korban bencana alam, kelainan fisik, dan korban PHK. | 

Paragraf 2 

Besaran dan Mekanisme Penyaluran 

Pasal 21 | 

(1) Bantuan Siswa Miskin diberikan kepada SD dan SMP, 

2) Besaran bantuan siswa miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

Pasal 22 

Mekanisme pengelolaan dana bantuan siswa miskin dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan 

jasa pemerintah. 

  
PERANGKAT | KABAG 

| DAEKAH HUKUM PDaN PA SEKDA 
  

      L SALA     

A / |



- 1 5 -

Paragraf 3 

Tugas dan Tanggung J a w a b 

Pasa l 23 

Tugas dan tanggung j awab sekolah penerima B a n t u a n S i s w a Misk in ada lah : 

a . Mendata s i swa calon penerima B S M sesua i dengan kriterigi yang telal|i 

i d i t entukan; 

b. Membuat daftar u s u l a n calon penerima BSM:, 

c. Kepala Sekolah mengusu lkan calon s i swa pener ima B S M u n t u k ditetapkaj|i 

oleh kepala d inas ; 

d. Menyampadkan laporan rea l isas i pener imaan dana B S M ke Dina;^ 

Pendidikan Kota Gorontalo; 

e. Memberikan pe layanan dan penanganan pengaduan masyaraka t; 

f. Me lakukan pemantauan, evaluasi , dan pembinaan terhadap kehadiraiji 

s i swa pencirima B S M di sekolah. 

Bag ian Ketiga 

Penya luran, Larangan, Pelaporan dan Pengawasan 

Paragraf 1 

Penyalursin 

Pasa l 24 

Penya luran D j ina Pendidikan Gra t i s sebagai ber i lcut : 

a. U n t u k D a n a Operasional Sekolah diber ikan se lama 1 (satu) t a h u n period^ 

J a n u a r i sampai Desember t a h u n berjalan dan penyalurannj^a dilakukai|i 

setiap triwulcin; 

b. U n t u k D a n a B a n t u a n s i swa Misk in (BSM) penya lurannya d i l akukan olelji 

d inas da lam bentuk barang perlengkapan s iswa. 

Paragraf 2 

Larangan 

Pasa l 25 

(1) D a n a pendidikan gratis d i larang u n t u k digu:riakan sebagai b e r i k u t : 

a . Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dar i dana pemerintah pusajt 

a tau provinsi kecua l i da lam bentuk sharing pembiayaan; 

b. Membiayai kegiatan yang t idak menjadi prioritas sekolah; 
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Paragraf 3 

Tugas dan Tanggung Jawab 

Pasal 23 

Tugas dan tanggung jawab sekolah penerima Bantuan Siswa Miskin adalah : 

a. Mendata siswa calon penerima BSM sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan: 

b. Membuat daftar usulan calon penerima BSM: 

c. Kepala Sekolah mengusulkan calon siswa penerima BSM untuk ditetapkan 

oleh kepala dinas, 

d. Menyampaikan laporan realisasi penerimaan dana BSM ke Dinas 

Pendidikan Kota Gorontalo: 

e. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat: 

f. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap kehadiran 

siswa penerima BSM di sekolah. 

Bagian Ketiga 

Penyaluran, Larangan, Pelaporan dan Pengawasan 

Paragraf 1 

Penyaluran 

Pasal 24 

Penyaluran Dana Pendidikan Gratis sebagai berikut : 

a. Untuk Dana Operasional Sekolah diberikan selama 1 (satu) tahun periode 

Januari sampai Desember tahun berjalan dan penyalurannya dilakukan 

setiap triwulan, 

b. Untuk Dana Bantuan siswa Miskin (BSM) penyalurannya dilakukan oleh 

dinas dalam bentuk barang perlengkapan siswa. 

Paragraf 2 

Larangan 

Pasal 25 

(1) Dana pendidikan gratis dilarang untuk digunakan sebagai berikut : 

a. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari dana pemerintah pusat 

atau provinsi kecuali dalam bentuk sharing pembiayaan, 

b. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, 
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c. Membiayai per ja lanan d inas lua r daeral i kepala sekolah, guru, komite: 

sekolah, yang t idak berkai tan secara langsung dengan kebutuhar 

sekolah; 

' d. Membayar bonus dan transportas i ru t in u n t u k guru; 
I 

e. D igunakan u n t u k rehabi l i tasi s a rana/prasa rana sekolah yang berskak . 

sedarig dan berat; 

f. Membangun gedung/ruangan ke las ba ru ; 

g. Membeli bahan/pera latan yang t idak mendukung proses 

pembelajaran. 

(2) Memanipulas i data j u m l a h s i swa mist i in dengan m a k s u d untuk 

t memperol(;h ban tuan yang lebih besar; 
i 

(3) Me lakukan pungutan/pemotongan da lam bentuk dan a lasan apapun 

terhadap siiswa pener ima B S M . 

Paragraf 3 

Pelaporan dan Pengawasan 

Pasa l 26 

Setiap sekolai i penerima dana pendidikan wajib melaporkan ke D inas 

Pendidikan Kota Gorontalo tentang pemanfaatan setiap t r iwu lan sebelum proses 

pencairan t r iwu lan ber ikutnya. 

Pasa l 27 

(1) Pengawas£in terhadap pe laksanaan D a n a Pemdidikan Grat i s d i l aksanakan 

oleh Inspektorat Kota Gorontalo. 

(2) Inspektorat Kota Gorontalo wajib me l akukan audit keuangcin terhadap 

pengelola IDana Pendidikan Gra t i s disetiap t ingkatan. 

(3) Pengawas£in sebagaimana d imaksud pada Ayat (1) d iu ra ikan sebagai 

! ber ikut: 
I 

a. Pengawasan fungsional d i l akukan oleh lembaga pengawasan sesua i 

dengan ketentuan perundang-undangan yang ber laku. 

b. Pengawasan melekat d i l a k u k a n oleh aparat pemerintah yang 

mempunya i kewenangan dan bertanggungjawab atas program. 

c. Pengawasan masyaraka t d i l akukan oleh masyaraka t dan lembaga-

Independen. 
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c.  Membiayai perjalanan dinas luar daerah kepala sekolah, guru, komite 

sekolah, yang tidak berkaitan secara langsung dengan kebutuhan 

sekolah, 

d. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru: 

e. Digunakan untuk rehabilitasi sarana/prasarana sekolah yang berskala 

sedang dan berat, 

f. Membangun gedung/ruangan kelas baru: 

g. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses 

pembelajaran. 

(2) Memanipulasi data jumlah siswa miskin dengan maksud untuk 

memperoleh bantuan yang lebih besar, 

(3) Melakukan pungutan/pemotongan dalam bentuk dan alasan apapun 

terhadap siswa penerima BSM. 

Paragraf 3 

Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 26 

Setiap sekolah penerima dana pendidikan wajib melaporkan ke Dinas 

Pendidikan Kota Gorontalo tentang pemanfaatan setiap triwulan sebelum proses 

pencairan triwulan berikutnya. 

Pasal 27 

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Pendidikan Gratis dilaksanakan 

oleh Inspektorat Kota Gorontalo. 

(2) Inspektorat Kota Gorontalo wajib melakukan audit keuangan terhadap 

pengelola Dana Pendidikan Gratis disetiap tingkatan. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawasan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pengawasan melekat dilakukan oleh aparat pemerintah yang 

mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab atas program. 

c. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga- 

Independen. 
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B A B V I I 

G R A T I S B IAYA K E S E H A T A N DI P U S K E S M A S DAN 

RUMAH S A K I T UMUM D A E R A H 

Bag ian Pertama 

Kepesertaan 

Pasa l 28 

Peserta J a m i n a n Kesehatan Nasional : 

a . Penduduk Kota Gorontalo yang terdaftar sebagai pemegang Kartu 

Sejahtera; 

b. Pemegang K a r t u Sejahtera yang merupakan Peserta Program Kartu 

Sejahtera didaftarkan sebagai peserta Jamiman Kesehatan Nasional; 

Pasa l 29 

Pendaftaran pf;serta J a m i n a n Kesehatan Nasional d i l akukan mela lui Ke lurahan 

dan D inas Sos ia l dan Pemberdayaan Masyarakat . 

Pasa l 30 

Dokumen yang h a r u s dilengkapi pada saat pendaftaran peserta J a m i n a r 

Kesiehatan Nasional ada lah: 

a . K a r t u Sejaihtera As l i dan foto copy; 

b. Foto copy K a r t u T a n d a Penduduk (bagi wajib KTP) ; 

c. Foto copy K a r t u keluarga; 

d. S u r a t Kete;rangan Lah i r (Bay i yang ba ru lahir ) ; dan 

e. K a r t u Identitas A n a k (KIA). 

Pasa l 3 1 

p i n a s Sos ia l dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo me lakukar 

ver i f ikasi dan rekapi tu las i data peserta Program K a r t u Sejahtera u n t u k 

didaftarkan sebagai peserta J a m i n a n Kesehatan Nasional piada Badar . 

Penyelenggara J a m i n a n Sos ia l B idang Kesehatan sesua i ke tentuan yang 

ber laku. 

Pasa l 32 

B a d a n Penyelenggara J a m i n a n Sos ia l B idang Kesehatan sebagaimana d imaksuc 

pada Pasa l 31 menerbi tkan K a r t u J a m i n a n Kes<jhatan Nasional yang berlaku 

i^ecara nas iona l .   

: 173 

BAB VII 

GRATIS BIAYA KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

Bagian Pertama 

Kepesertaan 

Pasal 28 

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional : 

a. Penduduk Kota Gorontalo yang terdaftar sebagai pemegang Kartu 

Sejahtera, 

b. Pemegang Kartu Sejahtera yang merupakan Peserta Program Kartu 

Sejahtera didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, 

Pasal 29 

Peridaftaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan melalui Kelurahan 

dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. 

Pasal 30 

Dokumen yang harus dilengkapi pada saat pendaftaran peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional adalah: 

a. Kartu Sejahtera Asli dan foto copy, 

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (bagi wajib KTP), 

Cc. Foto copy Kartu keluarga, 

d. Surat Keterangan Lahir (Bayi yang baru lahir), dan 

e. Kartu Identitas Anak (KIA). 

Pasal 31 

Diras Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo melakukan 

verifikasi dan rekapitulasi data peserta Program Kartu Sejahtera untuk 

didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Pasal 32 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 31 menerbitkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional yang berlaku 

secara nasional.   
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Pasa l 33 

(1) Peserta Program K a r t u Sejahtera yang membutuhkan pelayansm kesehatan 

tetapi be lum terdaftar dan a tau be lum memi l ik i K a r t u J a m i n a n Kesehatan 
I 

Nasional dapat d i layani dengan Menyerahkan dokumen kepesertaan dan 

me lampi rkan S u r a t Rekomendasi dar i D inas Sos ia l dan Pemberdayaan 

Masyarakat yang menje laskan bahwa pasien yang bersangkutan telal i 
I 

didaftar s<Bbagai peserta J a m i n a n Kesehatan Nasional; 

(2) Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan bJtapi belunji 

d i terb i tkannya K a r t u Sejahtera dapat d i layani dengan me lampirkan s u r a 

keterangan telah terdaftar dar i Bag ian Pernerintahan Sekertar iat Daeralji 

Kota Gorontalo sampai dengan K a r t u Sejahtera yang terbaru diter ima; 

Bag ian Kedua 

B e n t u k L a y a n a n 

Pasa l 34 

Bentuk layanan kesehatan gratis sebagai berikut : 

p., Pe layanan kesehatan bagi peserta Program K a r t u Sejahtera melipulji 

pe layanan kesehatan calon pengantin, pe layanan persal inEin/kelahiran, 

pe layanan Ambulance, pe layanan kesehatan di Fas i l i t as Kesehiatan T ingkat 

Pertama (FKTP) dan Fas i l i t as Kesehatan T ingkat Lan ju tan (FKTL ) ; 

b. Pe layanan kesehatan di R u m a h Sak i t mel iputi R u m a h Sak i t U m u m Daerah 

O tanaha (Type D), R u m a h Sak i t U m u m Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe 

(Type B) dan R u m a h Sak i t Type A di luar Provinsi Gorontalo yang bekerj 

s a m a dengan B a d a n Penyelenggara J a m i n a n Sos ia l B idang Kesehatan; 

c. S is tem, j irosedur, h a k dan kewaj iban pasien pada pelayanjm kesehatah 

bagi pes(;rta Program K a r t u Sejahtera mimgikut i ketentuan yang s a m ^ 

dengan pasien Pener ima B a n t u a n l u r a n (PBl) J a m i n a n Kesehatan Nasiona 

Bag ian Ketiga 

Pembiayaan 

Pasa l 35 

Pembebanan J a s a Pe layanan di R u m a h Sal«:it yang t idak terakomodir 

J a m i n a n Kesehatan Nasional Pembiayaannya dibebankan sesua i dengan 

ketentuan yang ber laku; . 
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Pasal 33 

Peserta Program Kartu Sejahtera yang membutuhkan pelayanan kesehatan 

tetapi belum terdaftar dan atau belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan 

Nasional dapat dilayani dengan Menyerahkan dokumen kepesertaan dan 

melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat yang menjelaskan bahwa pasien yang bersangkutan telah 

didaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional: 

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi belum 

diterbitkannya Kartu Sejahtera dapat dilayani dengan melampirkan surat 

keterangan telah terdaftar dari Bagian Pernerintahan Sekertariat Daerah 

Kota Gorontalo sampai dengan Kartu Sejahtera yang terbaru diterima, 

Bagian Kedua 

Bentuk Layanan 

Pasal 34 

Bentuk layanan kesehatan gratis sebagai berikut : 

a. Pelayanan kesehatan bagi peserta Program Kartu Sejahtera meliputi 

pelayanan kesehatan calon pengantin, pelayanan persalinan/kelahiran, 

pelayanan Ambulance, pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL), 

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit meliputi Rumah Sakit Umum Daerah 

Otanaha (Type D), Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe 

(Type B) dan Rumah Sakit Type A di luar Provinsi Gorontalo yang bekerja 

sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan, 

Sistem, prosedur, hak dan kewajiban pasien pada pelayanan kesehatan 

bagi peserta Program Kartu Sejahtera mengikuti ketentuan yang sama 

dengan pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional. 

Bagian Ketiga 

Pembiayaan 

Pasal 35 

Pembebanan Jasa Pelayanan di Rumah Sakit yang tidak terakomodir di 

Jaminan Kesehatan Nasional Pembiayaannya dibebankan sesuai dengan 

ketentuan yang berlakuj. 
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B A B VI I I 

G R A T I S B IAYA A K T E NI K A H 

Pasa l 36 

(1) Gra t i s b iaya admin is t ras i terhadap penent i ian s ta tus pribadi dan status 

h u k u m atas per ist iwa p em ikahan ; 

(2) Gra t i s b iaya admin is t ras i kependudukan. 

Pasa l 37 

Pern ikahan/perkawinan d iber lakukan sesuai k ehmtuan perundang- undangan. 

i 

B A B IX 

G R A T I S B IAYA IZIN USAHA 

Bag ian Pertama 

! Kr i ter ia dan Persyaratan Per iz inan 

Pasa l 38 

Kr i ter ia U s a h a Mikro ada lah memi l ik i kekayaan bers ih m a k s i m a 

Rp. 50.000.000, - (L ima P u l u h J u t a Rupiah) t idak te rmasuk tanah dar 

bangunan tempat u s a h a a tau memi l ik i has i l pen jua lan t ahunan pjiling banyaR: 

Rp 300.000.000, - (Tiga R a t u s J u t a Rupiah) . 

Pasa l 39 

Persyaratan yang h a r u s dilengkapi pada saat ]3endaftaran I z in U s a h a Gra t i s 

adfilah : 

a . S u r a t Keterangan U s a h a Mikro dar i Ke lu rahan setempat (tempat usahf i 

berada); 

b. Foto copy K a r t u T a n d a Penduduk 2 (dua) lembar; 

c. Foto Copji K a r t u Sejahtera; 

d. Pas Photo 3 X 4 (2 lembar); 

e. Mate ra ib OOO (3 lembar). 

Bag ian Kedua 

Pendaftaran dan Penerbitan Periz inan 

Pasa l 40 

Pendaftaran Iz in U s a h a Gra t i s setiap ha r i kerja.   

-19 - 

BAB VIII! 

GRATIS BIAYA AKTE NIKAH 

Pasal 36 

(1) Gratis biaya administrasi terhadap penentuan status pribadi dan status 

hukum atas peristiwa pernikahan, 

(2) Gratis biaya administrasi kependudukan. 

Pasal 37 

Pernikahan/perkawinan diberlakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. 

BAB IX 

GRATIS BIAYA IZIN USAHA 

Bagian Pertama 

Kriteria dan Persyaratan Perizinan 

Pasal 38 

Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal 

Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil perjualan tahunan paling banyak 

Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). 

Pasal 39 

Persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pendaftaran Izin Usaha Gratis 

adalah : 

a. Surat Keterangan Usaha Mikro dari Kelurahan setempat (tempat usaha 

berada), 

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 2 (dua) lembar, 

c. Foto Copy Kartu Sejahtera, 

d. Pas Photo 3x 4 (2 lembar), 

e. Materai 6.000 (3 lembar). 

Bagian Kedua 

Pendaftaran dan Penerbitan Perizinan 

Pasal 40 

Pendaftaran Izin Usaha Gratis setiap hari kerja. 
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Pasa l 4 1 

Iz in U s a h a ak£in diterbitkan j i k a telah memenuhi ketentuan yang besrlaku. 

Pasa l 42 

(1) Pe laku U s a h a mikro da lam me l akukan u s a h a n y a h a r u s m i m i l i k i buk t i 

legalitas berupa periz inan dan t idak d iwaj ibkan memiliki! sura t iz in 

gangguan; 

(2) Pemberian iz in u s a h a gratis bagi pe laku u s a h a mikro mel iputi S u r a t I z in 

' U s a h a Perdagangan (SlUP) ; 

(3) I z in u s a h a mikro yang telah diber ikan da ]3at d icabut oleh jjejabat yang 

berwenang apabi la pemegang iz in u s a h a mikro t idak mentaat i ketentuan 

yang te rcantum da lam iz in u s a h a dan p( ;raturan perundang-undangan 

la innya . 

B A B X 

G R A T I S P E M B E R I A N F A S I L I T A S I USAHA MIKRO 

Bag ian Pertama 

Kr i ter ia Penerima 

Pasa l 43 

Penya luran B a n t u a n U s a h a Mikro H a r u s Sesua i dengan Peraturan 

! Perundang- u n dangan. 

Bag ian Kedua 

Persyaratan dan Ta ta C a r a Penya luran 

Pasa l 44 

Persyaratan u n t u k penya luran yang h a r u s d ipenuhi oleh calon penerim£L 

sebagai b e r i k u t : 

a . Kelompok u s a h a mengajukan permohonan tertul is kepada Wal i Kota yang 

ditandatarigani oleh ke tua dan sekretar is kelompok, dan di lampir i proposal 

berisi : 

1. Rencana pemanfaatan bantuan . 

2. Ura i an j en i s u s a h a , j u m l a h modal u s a h a dan lokasi tempat usaha . 

3. Su ra t keterangan u s a h a dar i Ke lu rahan setempat yang di lampir i s u r a : 

pengantar dar i RT/RW; 
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Pasal 41 

Izin Usaha akan diterbitkan jika telah memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Pasal 42 

(1) Pelaku Usaha mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti 

legalitas berupa perizinan dan tidak diwajibkan memilik: surat izin 

gangguan, 

(2) Pemberian izin usaha gratis bagi pelaku usaha mikro meliputi Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP), 

(3) Izin usaha mikro yang telah diberikan dapat dicabut oleh pejabat yang 

berwenang apabila pemegang izin usaha mikro tidak mentaati ketentuan 

yang tercantum dalam izin usaha dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

BAB X 

GRATIS PEMBERIAN FASILITASI USAHA MIKRO 

Bagian Pertama 

Kriteria Penerima 

Pasal 43 

Penyaluran Bantuan Usaha Mikro Harus Sesuai dengan 

Perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Persyaratan dan Tata Cara Penyaluran 

Pasal 44 

Peraturan 

Persyaratan untuk penyaluran yang harus dipenuhi oleh calon penerima 

sebagai berikut : 

a. Kelompok usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota yang 

ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok, dan dilampiri proposal 

berisi : 

1. Rencana pemanfaatan bantuan. 

2. Uraian jenis usaha, jumlah modal usaha dan lokasi tempat usaha. 

3. Surat keterangan usaha dari Kelurahan setempat yang dilampiri surat 

pengantar dari RT/RW, 
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4. Susuman pengurus dan a lamat pengurus yang ditetapkan oleh Lurah i 

setempiat; 

5. Foto copy K T P Pengurus (Ketua, Sekretar is , Bendahara , dan Anggota). 

b. B e r k a s permohonan sebagaimana d imaksud pada h u r u f a d ia jukan ko 

Wal i Kota setelah di veri f ikasi oleh pendamping Kecamatan . 

c. B e r k a s pe imohonan yang m a s u k a k a n di ver i f ikasi oleh t im yamg dibentuk 

dengan Keputusan Wal i Kota dan T i m Kerja V/ali Kota mengenai keberadaan 

u s a h a angi^ota kelompok. 

i 

Pasa l 45 

Ta ta ca ra penya luran bantuan sebagai b e r i k u t : 

a . Pener ima loantuan yang telah ditetapkan diwaj ibkan membuka rekening 

masing-masing ke B a n k Pemerintah a.n. Ke tua Kelompok; 

b. Rekening sebagaimana d imaksud pada h u r u f a, d ibuka berdasarkan Ka r tu 
I 

Identitas B^nduduk; 

c. Penyalurar i dana ditransfer ke Rekening masing-masing kelompok penerima 

bantuan oleh Pemerintah Daerah Cq B a d a n Keuangan, setekih penerima 

bantuan ler lebih d a h u l u melengkapi dan menandatangar i dokumen 

pencairan berupa: 

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; 

2. Kw i tans i H ibah; 

3. Foto copy rekening dan K a r t u Identitas; 

4. Pak ta Integritas; 

5. S u r a t pemyataan bertanggung j awab terhadap penggunaan dana 

ban tuan modal u s a h a ; 

Bag ian Ketiga 

Monitoring, E v a l u a s i dan Pelaporan 

Pasa l 46 

(1) Monitoring dan E v a l u a s i terhadap penggunaan dana bantuan d i l aksanakan 

I oleh T i m yang dibentuk oleh D inas Tenaga Kerja, Koperasi dan U K M Kota 

Gorontalo pal ing lambat 2 (dua) bu lan setelah dana. 

(2) Pe laksanaan monitoring d i l aksanakan sejak penya luran h i n j ^ a 2 (dua) 

^ bu lan setelah pemanfaatan. 

(3) E v a l u a s i d i l a k u k a n secara berka la u n t u k meni la i perkembangan u s a h a .   

b. 

279i - 

4. Susunan pengurus dan alamat pengurus yang ditetapkan oleh Lurah 

setempat, 

5. Foto copy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota). 

Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan ke 

Wali Kota setelah di verifikasi oleh pendamping Kecamatan. 

Berkas permohonan yang masuk akan di verifikasi oleh tim yang dibentuk 

dengan Kebutusan Wali Kota dan Tim Kerja Wali Kota mengenai keberadaan 

usaha anggota kelompok. 

Pasal 45 

Tata cara penyaluran bantuan sebagai berikut : 

a. 

(1) 

(2) 

(3) 

Penerima bantuan yang telah ditetapkan diwajibkan membuka rekening 

masing-masing ke Bank Pemerintah a.n. Ketua Kelompok, 

Rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuka berdasarkan Kartu 

Identitas Penduduk, 

Penyaluran dana ditransfer ke Rekening masing-masing kelompok penerima 

bantuan oleh Pemerintah Daerah Cg Badari Keuangan, setelah penerima 

bantuan terlebih dahulu melengkapi dan menandatangani dokumen 

pencairan berupa: 

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, 

2. Kwitansi Hibah, 

3. Foto copy rekening dan Kartu Identitas, 

4. Pakta Integritas, 

5. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana 

bantuan modal usaha, 

Bagian Ketiga 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 46 

Monitoring dan Evaluasi terhadap penggunaan dana bantuan dilaksanakan 

oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota 

Gorontalo paling lambat 2 (dua) bulan setelah dana. 

Pelaksanaan monitoring dilaksanakan sejak penyaluran hingga 2 (dua) 

bulan setelah pemanfaatan. 

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan usaha. 
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(4) Pelaporan has i l monitoring dan evaluasi d i sampa ikan kepada Walikotfi 

mela lu i Kelompok Ker ja setiap t r iwu lan dan a tau sewaktu-waktu 

d ibu tuhkan . 

(5) Kelompok Ker ja sebagaimana d imaksud pada Ayat (4) ditetapkan dengan 

Keputusar . Wal i Kota. 

B A B X I 

G R A T I S B IAYA A M B U L A N C E DAN PEMAKAMAN 

Bag ian Pertama 

Gra t i s B i a y a Ambulans 

Pasa l 47 

Pasien peserta Program K a r t u Sejahtera berhak memperoleh pe layanan 

Ambu lans dar i Puskesmas ke R u m a h Sak i t U m u m Daerah maupun dar i R u m a l i 

Salcit U m u m E>aerah kembal i ke r u m a h . 

Pasa l 48 

Pelayanan Ambulance dar i Puskesmas ke R u m a l i Sak i t U m u m Da(;rah menjadi 

tanggung j awab Puskesmas yang me l akukan r u j u k a n pasien. 

Pasa l 49 

Pelayanan Ambu lans a tau mobil j enazah dar i R u m a h Sak i t U m u m Daerah ke 

t u m a h pasien menjadi tenggung j awab R u m a h Sak i t U m u m Daerah dimanci 

pasien tersebut memperoleh perawatan. 

Bag ian Kedua 

Gra t i s B i a y a Pemakaman 
I 

Pasa l 50 

Grat is b iaya piemakaman d imaksudkan u n t u k membantu mering£inkan beban 

biaya pemaka inan bagi masyaraka t kurang m a m p u pener ima s a s a r a n Program 

|Unggulan K a i t u Sejahtera yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosia l . 

i 

Pasa l 51 

[1) Persyaratan pengajuan b iaya pemakaman sebagai ber ikut : 

a . Sura l : Keterangan Kemat ian dar i Pemerintah Ke lu rahan setempat;   

» AD - 

(4) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Walikota 

melalui Kelompok Kerja setiap triwulan dan atau sewaktu-waktu 

dibutuhkan. 

(5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditetapkan dengan 

Keputusan. Wali Kota. 

BAB XI 

GRATIS BIAYA AMBULANCE DAN PEMAKAMAN 

Bagian Pertama 

Gratis Biaya Ambulans 

Pasal 47 

Pasien peserta Program Kartu Sejahtera berhak memperoleh pelayanan 

Ambulans dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah maupun dari Rumah 

Sakit Umum Daerah kembali ke rumah. 

Pasal 48 

Pelayanan Ambulance dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah menjad 

tanggung jawab Puskesmas yang melakukan rujukan pasien. 

Pasal 49 

Pelayanan Ambulans atau mobil jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah ke 

rumah pasien menjadi tenggung jawab Rumah Sakit Umum Daerah dimana 

pasien tersebut memperoleh perawatan. 

Bagian Kedua 

Gratis Biaya Pemakaman 

Pasal 50 

Gratis biaya pemakaman dimaksudkan untuk membantu meringankan beban 

biaya pemakaman bagi masyarakat kurang mampu penerima sasaran Program 

Unggulan Kartu Sejahtera yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial. 

Pasal 51 

(1) Persyaratan pengajuan biaya pemakaman sebagai berikut : 

a. Surar Keterangan Kematian dari Pemerintah Kelurahan setempat, 
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b. Foto copy K a r t u T a n d a Penduduk elektronik yang meninj;gal dan a h l 

war i s ; 

c. Foto copy K a r t u Keluarga; 

d. Foto copy K a r t u Sejahtera; dan 
I 

e. Rekening B a n k Ah l i War is . 

(2) B a t a s layf inan pengajuan se lambat- lambatnya 14 (empat belas) ha r i kerjs 

[ terhi tung sejak tanggal kemat ian. 

Pasa l 52 

(1) Grat i s b iaya pemakaman dengan r inc ian sebagai ber ikut : 

a . B i a y a J a s a Pemakaman 

b. Material 

(2) besaran b iaya pemakaman dan r inc i annya ditetapkan dengan Keputusan 

Wal i Kota. 

B A B X I I 

G R A T I S BANTUAN PANGAN NON TUNAI 

Pasa l 53 

Gra t i s ban tuan pangan non tuna i d imaksudlcan u n t u k dapat membantu 

meningkatkan ke tabana pangan serta menumbuhkembangkan w i raswas ta baru 

dib;idang usaht i lokal dan pedagang eceran. 

Pasa l 54 

(1) Kr i ter ia Pener ima Manfaat B a n t u a n Pangan Non tuna i sebagai b e r i k u t : 

a . Peserta K a r t u Sejahtera; 

b. Terdaftar da lam Da ta Terpadu Kesejahteraan Sos ia l ; 

(2) Da lam h a l terjadi penggantian penerima manfaat h a r u s ditetapkan mela lui 

musyawargih ke lu rahan ; 

Pasa l 55 

(1) J u m l a h ban tuan terdiri dar i bahan pangan yang diter ima oleh masing-

mas ing KPM setara dengan n i la i uang yang d i tentukan da lam petunjuk 

teknis ; 

(2) Apabi la ban tuan t idak dibelanjakan d ibulan berjalan dan a tau 60 har i 

sejak dis£ilurkan m a k a dianggap KPM tidak membutuhkan , a tas ha j 

tersebut p ihak ke lu rahan wajib me l akukan musyawarah ke lu rahan un tuk 
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b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik yang meninggal dan ahli 

waris, 

c. Foto copy Kartu Keluarga, 

d. Foto copy Kartu Sejahtera, dan 

e. Rekening Bank Ahli Waris. 

(2) Batas layanan pengajuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja 

terhitung sejak tanggal kematian. 

Pasal 52 

(1) Gratis biaya pemakaman dengan rincian sebagai berikut : 

a. Biaya Jasa Pemakaman 

b. Material 

(2) besaran biaya pemakaman dan rinciannya ditetapkan dengan Keputusan 

Wali Kota. 

BAB XII 

GRATIS BANTUAN PANGAN NON TUNAI 

Pasal 53 

Gratis bantuan pangan non tunai dimaksudkan untuk dapat membantu 

meningkatkan ketahana pangan serta menumbuhkembangkan wiraswasta baru 

dibidang usaha lokal dan pedagang eceran. 

Pasal 54 

(1) Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non tunai sebagai berikut : 

a. Peserta Kartu Sejahtera, 

b. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 

(2) Dalam hal terjadi penggantian penerima manfaat harus ditetapkan melalui 

musyawarah kelurahan, 

Pasal 55 

(1) Jumlah bantuan terdiri dari bahan pangan yang diterima oleh masing- 

masing KPM setara dengan nilai uang yang ditentukan dalam petunjuk 

teknis, 

(2) Apabila bantuan tidak dibelanjakan dibulan berjalan dan atau 60 hari 

sejak disalurkan maka dianggap KPM tidak membutuhkan, atas hal 

tersebut pihak kelurahan wajib melakukan musyawarah kelurahan untuk 
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pergantian KPM ke yang lebih membutuhkan , setelah terakomodir dalair 

Da ta Terpadu Kesejahteraan Sos ia l . 

i 

Pasa l 56 

(1) J e n i s bahan pangan berupa Beras , Te lur dan B a h a n L a i n yang d i tentukar 

da lam petunjuk teknis ; 

(2) J u m l a h dan j en i s bahan pangan yang b isa diambi l d i sesua ikan dengar 

ke inginan KPM yang n i l a inya t idak lebih dar i ketentuan da lam j u k n i s yang 

mas ih d iperhi tungkan dengan biaya setiap rae lakukan t r ansaks i dan tidak 

dapat diu£ingkan; 

(3) Agen penyalur d iwaj ibkan u n t u k menyediakan bahan pang;an tersebut 

I d iatas t e rmasuk bahan lokal ; 

(4) Manfaat yang di ter ima oleh setiap KPM t idak dapat diambi l didam bentuk 

uang tuna i dan/atau da lam bentuk la in . 

B A B X l l I 

E V A L U A S I DAN PELAPORAN 

Pasa l 57 

(1) Program unggulan K a r t u Se jahtera Pemerintah Kota Gorontalo 

yang me l aksanakan 9 (sembilan) l ayanan Gra t i s dievaluasi 

penyelengi^araannya oleh T i m Kelompok Ker ja yang ditetapkan dengan 

Keputusan Wal i Kota; 

(2) E v a l u a s i sebagaimana d imaksud pada Ayat (1) a k a n d i l a k s a r a k a n setiap 

T r iwu l an , mel iputi : 

a . J u m k i h data K a r t u Sejahtera; 

b. Proses dan mekanisme pelayanan gratis yang menjadi tanijgung j awab 

Perangkat Daerah ; 

c. J u m k i h dan mater i pengaduan masyaraka t tehadap layanan gratis; 

d. Pemanfaatan anggaran u n t u k program unggulan K a r t u Sejiahtera; 

e. Kebu tuhan dan ketersediaan anggaran bagi PD penanggung jawab . 

Pasa l 58 

(1) T i m Kelompok Ker ja membuat laporan berdasarkan has i l evalu£isi; 

(2) Laporan sebagaimana d imaksud pada Ayat (1) d i sampa ikan kepada 

Wal i Kota dan Wak i l Wal i Kota Gorontalo tembusan Ke tua D P R D Kota 

Gorontalo. 
PERyVNGKAT 

DAERAH 
KABAG 
HUKUM SEKDK   
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2 Yu» 

pergantian KPM ke yang lebih membutuhkan, setelah terakomodir dalam 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 56 

Jenis bahan pangan berupa Beras, Telur dan Bahan Lain yang ditentukan 

dalam petunjuk teknis, 

Jumlah dan jenis bahan pangan yang bisa diambil disesuaikan dengan 

keinginan KPM yang nilainya tidak lebih dari ketentuan dalam juknis yang 

masih diperhitungkan dengan biaya setiap rnelakukan transaksi dan tidak 

dapat diuangkan, 

Agen penyalur diwajibkan untuk menyediakan bahan pangan tersebut 

diatas terrrasuk bahan lokal: 

Manfaat yang diterima oleh setiap KPM tidak dapat diambil dalam bentuk 

uang tunai dan/atau dalam bentuk lain. 

BAB XIII 

EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 57 

Program unggulan Kartu Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo 

yang melaksanakan 9 (sembilan) layanan Gratis dievaluasi 

penyelenggaraannya oleh Tim Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan 

Keputusari Wali Kota, 

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan dilaksanakan setiap 

Triwulan, meliputi : 

a. Jumlah data Kartu Sejahtera, 

b. Proses dan mekanisme pelayanan gratis yang menjadi tanggung jawab 

Perangkat Daerah, 

c. Jumlah dan materi pengaduan masyarakat tehadap layanan gratis, 

d. Pemanfaatan anggaran untuk program unggulan Kartu Sejahtera, 

e. Kebutuhan dan ketersediaan anggaran bagi PD penanggung jawab. 

Pasal 58 

Tim Kelompok Kerja membuat laporan berdasarkan hasil evaluasi, 

Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo tembusan Ketua DPRD Kota 

Gorontalo. 
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B A B X IV 

PENGAWASAN DAN PENGENDAL IAN 

Pasa l 59 

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan program unggulan Ka r tu Sejahtera 

d i l akukan oleh Kelompok Kerja; 

(2) J i k a terdapat temuan-temuan yang dianggap t idak sesua i dengan 

penyelengigaraan 9 (Sembilan) l ayanan Grat i s , Kelompok Ker ja (POKJA) 

berhak me l akukan k lar i f ikas i terhadap Grganisas i Perangkat Daerah 

penanggung j awab dan has i l k lar i f ikas i tersebut d i sampa ikan kepada 

Inspektorgit Kota Gorontalo u n t u k d i l akukan pemer iksaan yang lebih 

mendalam; 

(3) G u n a efektivitas pe laksanaan program unggulan d imaksud , Pemerintah 

Kota Gorontalo dapat membentuk Posko Pengaduan Masyarakat yang 

berkedudukan di Inspektorat Kota Gorontalo; 

(4) Apabi la terdapat t emuan penyimpangan kegiatan dar i has i l j i emer iksaan 

dan pengaduan masyarakat , m a k a T im kelompok kerja, Inspektorat dan PD 

penanggung j awab terkait me l akukan koordinasi guna penyelesaian 

permasa lahan tersebut. 

Pasa l 60 

Penyelenggarasm program unggulan Ka r tu Sejahtera da lam layanan gratis yang 

diselenggarakan oleh PD penanggung j awab akan d ikenda l ikan oleh T i m 

Kelompok Ker ja. 

B A B X V 

S A N K S l 

Pasa l 6 1 

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana d imaksud da lam pasa l 25 

dik<;nakan s a n k s i berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

B A B X V I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

' Pasa l 62 

Pada saat Pera turan Wal i Kota in i mu la i ber laku, Peraturan Wal i Kota Gorontalo 

Noraor 32 T a h u n 2014 tentang Petunjuk Pe laksanaan Program Unggulan K a r t u   

(3) 

(4) 

- 25 - 

BAB XIV 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 59 

Pengawasan terhadap penyelenggaraan program unggulan Kartu Sejahtera 

dilakukan oleh Kelompok Kerja, 

Jika terdapat temuan-temuan yang dianggap tidak sesuai dengan 

penyelenggaraan 9 (Sembilan) layanan Gratis, Kelompok Kerja (POKJA) 

berhak melakukan klarifikasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah 

penanggung jawab dan hasil klarifikasi tersebut disampaikan kepada 

Inspektorat Kota Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih 

mendalam, 

Guna efektivitas pelaksanaan program unggulan dimaksud, Pemerintah 

Kota Gorontalo dapat membentuk Posko Pengaduan Masyarakat yang 

berkedudukan di Inspektorat Kota Gorontalo, 

Apabila terdapat temuan penyimpangan kegiatan dari hasil pemeriksaan 

dan pengaduan masyarakat, maka Tim kelompok kerja, Inspektorat dan PD 

penanggung jawab terkait melakukan koordinasi guna penyelesaian 

permasalahan tersebut. 

Pasal 60 

Penyelenggaraan program unggulan Kartu Sejahtera dalam layanan gratis yang 

diselenggarakan oleh PD penanggung jawab akan dikendalikan oleh Tim 

Kelompok Kerja. 

BAB XV 

SANKSI 

Pasal 61 

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 

dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 62 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Gorontalo 

Nornor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Unggulan Kartu 
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Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo (Ber i ta E>aerah Kota Gorontalo T a h u n 

2014 Nomor 32) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Wal i Kota 

Gorontalo Nomor 2 T a h u n 2016 (Beri ta Daerahi Kota Gorontalo T a h u n 2014 

Nomor 32) d icabut dan d inya takan t idak ber laku. 

Pasa l 63 

Peraturan Wal i Kota in i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Ag8.r setiap orang mengetahuinya, memerintah!kan pengundangan Peraturan 

Wal i Kota in i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kota Gorontalo. 

Di te tapkan di Gorontalo 

a tanggal 13 Oi:t» » , r 2020 

A L l KOTA GORONTAl 

^ M A ^ N A. TAHA 

. 0 , [ 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 13 Ok-k .^ j r 2020 

S E K R E T A R I S DA^^RAk KOTA GORONTALO, 

I S M A I D M A D J I D 

BE lk l TA D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 3© 
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Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 

2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 

Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 

Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 63 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

atanggal 13 Oktowar 2020 

ALI KOTA GORONTALO, | 

A N A. TAHA 
P3 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 13 Okteser 2020 

SEKRETARIS DA HN KOTA GORONTALO,     

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 3' 
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